KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS T A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

NOMOR W16.U1/7/HK.00.8/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYEDIA JASA LEMBAGA
PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN

NEGERI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Memperhatikan

Menimbang

Mengingat

Surat Kepala Biro Umum selaku Kepala Unit Layanan
Pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
RI Nomor 3/Bua.ULP/2/2018 tanggal 18 Februari 2018
Perihal: Langkah Langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia

Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2),
(3), (4) Keputusan Dirjen Badilum Nomor
52/DJU/SK/Hk.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka perlu
membentuk tim teknis penyedia jasa lembaga pemberi
layanan pos bantuan hukum  Pengadilan Negeri

Palangkaraya,;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-2

tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Nomor 1385/DJU/SK/
O0T.01.3/9/2016 tentang Pemberian Bantuan
Hukum Kepada Orang Miskin Atau Kelompo}K
Orang Miskin Dengan Ancaman Hukuman Di Atas
5 (Lima) Tahun Maupun di Bawah 5 (Lima) Tahun

oleh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TEKNIS PENYEDIA JASA LEMBAGA PEMBERI LAYANAN
POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA

Menujuk Tim Teknis Penyedia Jasa Lembaga Pemberi
Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri
Palangkaraya, sebagaimana Terlampir, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;
Tim Teknis bertugas:

menerima pendaftaran, melakukan seleksi/verifikasi
administrasi terhadap berkas persyaratan yang masuk
dan selanjutnya mengumumkan hasil seleksi/ferifikasi

tersebut melalui papan Pengumuman Pengadilan Negeri
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Palangkaraya dan media lainnya setelah memperoleh
persetujuan dari pimpinan Pengadilan Negeri

Palangkaraya;

keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan hasil seleksi diumumkan dengan ketentuan
apabila surat keputusan ini dikemudian hari terdapat
kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya;
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

2. Yth. Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya.

3. Yth. Tim Penjaminan Mutu/Tim Kerja RB/ZI PN Plk:
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan
Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yang bersangkutan

Ditetapkan di: Palangkaraya

Pada tanggal : 13 Januari 2023
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR  W16.U1/7/HK.00.8/1/2023

TANGGAL 13 JANUARI 2023

TIM TEKNIS LEMBAGA PENYEDIA PEMBERI JASA HUKUM PADA POS BANTUAN
HUKUM PENGADILAN

No Nama Jabatan dalam Jabatan dalam Panitia
Kedinasan
1 2 3 4
1 JON MAKMUR SARAGIH, S.H.,M.H., Panitera KETUA TIM merangkap
anggota

2 EFRAIM, S.H. Panitera Muda SEKRETARIS TIM
Hukum merangkap anggota

3 JUMIATI, S.H. Panitera Pengganti ANGGOTA
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